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ABSTRACT  
Peredaran barang rusak atau cacat tersembunyi pada pasar tradisional masih menjadi persoalan hukum yang berpotensi 

merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap 

peredaran barang rusak atau cacat tersembunyi di Pasar Jongkok Tembilahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya, serta 

mengkaji upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris 

dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan 

studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan 

hukum terhadap konsumen belum berjalan secara optimal karena masih rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan 

konsumen, tidak adanya bukti transaksi, lemahnya pengawasan pemerintah, serta budaya hukum yang menganggap barang 

yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan. Penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui musyawarah sehingga 

kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan literasi 

hukum, serta optimalisasi implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk mewujudkan perlindungan 

konsumen yang efektif pada sektor perdagangan informal. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Barang Cacat Tersembunyi; Pasar Tradisional; Pelaku Usaha; Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999. 
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PENDAHULUAN 
Perkembangan kegiatan perdagangan di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin 

kompleks seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Selain perdagangan 
melalui pasar modern dan platform digital, pasar tradisional tetap menjadi salah satu pusat aktivitas 
ekonomi yang memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaan pasar 
tradisional tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial 
yang memiliki karakteristik tersendiri, termasuk dalam mekanisme jual beli barang bekas atau second-
hand goods. Dalam praktiknya, transaksi pada pasar tradisional sering kali dilakukan secara sederhana 
tanpa adanya perjanjian tertulis, jaminan mutu, maupun garansi terhadap barang yang diperjualbelikan. 
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen apabila barang yang dibeli 
ternyata mengalami kerusakan atau memiliki cacat tersembunyi (hidden defects) yang baru diketahui 
setelah transaksi selesai (Kristiyanti, 2021; Holijah, 2020).  

Negara Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan terhadap setiap warga 
negara, termasuk perlindungan dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Prinsip 
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tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
(UUPK), yang memberikan jaminan atas hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, 
keselamatan, informasi yang benar, serta kompensasi apabila mengalami kerugian akibat barang atau 
jasa yang diperdagangkan. Kehadiran UUPK merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam 
menciptakan keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha, mengingat pada 
praktiknya pelaku usaha umumnya memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan konsumen. 
Oleh karena itu, implementasi UUPK menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kepastian 
hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen (Nasution, 2001; Miru & Yodo, 
2018). 

Salah satu persoalan yang masih sering ditemukan adalah peredaran barang rusak atau cacat 
tersembunyi pada transaksi jual beli barang bekas di pasar informal. Cacat tersembunyi  merupakan 
kondisi kerusakan yang tidak dapat diketahui secara langsung pada saat transaksi berlangsung, tetapi 
baru ditemukan setelah barang digunakan oleh konsumen. Dalam konteks hukum perdata maupun 
hukum perlindungan konsumen, keberadaan cacat tersembunyi menimbulkan konsekuensi berupa 
tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi apabila terbukti menyebabkan kerugian 
bagi konsumen. Namun demikian, dalam praktik perdagangan informal sering berkembang kebiasaan 
bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan sehingga hak-hak konsumen sebagaimana 
dijamin oleh UUPK menjadi sulit untuk direalisasikan (Ulfa et al., 2023; Holijah, 2020).  

Permasalahan tersebut juga ditemukan pada aktivitas perdagangan di Pasar Jongkok 
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pasar ini dikenal sebagai pusat perdagangan 
berbagai barang bekas, seperti pakaian, peralatan elektronik, perlengkapan rumah tangga, hingga 
aksesoris dengan harga yang relatif murah. Meskipun memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, 
karakteristik transaksi yang berlangsung cenderung dilakukan tanpa bukti transaksi resmi, tanpa 
garansi, serta mengedepankan asas kebiasaan bahwa seluruh risiko setelah pembelian menjadi 
tanggung jawab pembeli. Kondisi demikian menyebabkan konsumen berada pada posisi yang rentan 
ketika menemukan adanya kerusakan atau cacat tersembunyi setelah barang digunakan, sementara 
mekanisme pertanggungjawaban pelaku usaha belum berjalan secara optimal.  

Secara normatif, Pasal 19 UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab 
memberikan ganti rugi atas kerusakan maupun kerugian yang dialami konsumen akibat barang yang 
diperdagangkan. Ketentuan tersebut tidak membedakan antara barang baru maupun barang bekas 
selama kerugian tersebut timbul akibat cacat yang telah ada sebelum transaksi berlangsung. Akan 
tetapi, implementasi norma tersebut pada sektor perdagangan informal masih menghadapi berbagai 
hambatan, antara lain rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, minimnya pemahaman masyarakat 
mengenai hak-hak konsumen, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta budaya hukum yang 
telah berkembang di lingkungan pasar tradisional. Akibatnya, penyelesaian sengketa lebih banyak 
dilakukan secara kekeluargaan tanpa mengacu pada mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana 
diatur dalam UUPK (Soekanto, 2014; Hadjon, 1987). 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembahasan mengenai perlindungan konsumen atas 
barang cacat tersembunyi lebih banyak difokuskan pada transaksi perdagangan elektronik ( e-commerce), 
kendaraan bekas secara daring, maupun transaksi pada pelaku usaha formal yang memiliki sistem 
administrasi dan pembuktian yang lebih jelas. Penelitian oleh Ulfa et al. (2023), Apippullah et al. 
(2024), serta Mahmudi et al. (2024) lebih menitikberatkan pada aspek tanggung jawab pelaku usaha 
dalam perdagangan formal maupun digital, sedangkan karakteristik transaksi di pasar informal belum 
memperoleh perhatian yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang 
penelitian yang perlu dikembangkan untuk memahami implementasi perlindungan konsumen pada 
sektor perdagangan tradisional yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan perdagangan formal.  

Berdasarkan kondisi tersebut, research gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya 
kajian yuridis empiris yang secara khusus menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas 
peredaran barang rusak atau cacat tersembunyi pada pasar tradisional yang memperjualbelikan barang 
bekas tanpa bukti transaksi maupun garansi. Sebagian besar penelitian sebelumnya berorientasi pada 
perdagangan digital, sedangkan persoalan implementasi UUPK pada transaksi luring di pasar informal 
belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, karakteristik transaksi tersebut memiliki tantangan 
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tersendiri dalam pembuktian, pertanggungjawaban pelaku usaha, serta penyelesaian sengketa 
konsumen. 

Berdasarkan research gap tersebut, novelty penelitian ini terletak pada analisis yuridis empiris 
mengenai implementasi perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran barang rusak atau 
cacat tersembunyi di Pasar Jongkok Tembilahan sebagai representasi perdagangan informal di 
Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengkaji penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi juga menganalisis faktor-faktor penghambat 
implementasinya serta merumuskan model penguatan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi 
konsumen pada sektor perdagangan informal. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat 
memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perlindungan konsumen sekaligus 
menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan 
efektivitas perlindungan hak-hak konsumen. 

 

METODE  
Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris (empirical legal 
research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian 
yang mengkaji keberlakuan hukum dalam praktik (law in action), yaitu dengan menganalisis kesesuaian 
antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya di masyarakat. Dalam penelitian ini, 
fokus kajian diarahkan pada penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen terhadap praktik peredaran barang rusak atau cacat tersembunyi di Pasar 
Jongkok Tembilahan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran mengenai 
efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan fakta empiris yang terjadi di 
lapangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum 
tersebut.  

 
Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan 
(statute approach) dan pendekatan sosiologis (sociological approach) . Pendekatan perundang-
undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan 
konsumen, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lain yang berkaitan dengan tanggung jawab 
pelaku usaha terhadap barang yang mengalami kerusakan atau cacat tersembunyi. Sementara itu, 
pendekatan sosiologis digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik transaksi jual beli 
barang bekas di Pasar Jongkok Tembilahan, perilaku pelaku usaha dan konsumen, bentuk 
perlindungan hukum yang diterapkan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi 
ketentuan hukum tersebut.  

 
Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Pasar Jongkok Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten 
Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan salah satu pusat perdagangan 
barang bekas terbesar di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang memperjualbelikan berbagai jenis 
barang, seperti pakaian, sepatu, tas, peralatan elektronik, dan perlengkapan rumah tangga. 
Karakteristik transaksi di pasar tersebut sebagian besar dilakukan tanpa nota pembelian, tanpa jaminan 
mutu, dan tanpa garansi pengembalian barang sehingga memiliki potensi terjadinya sengketa akibat 
ditemukannya barang rusak atau cacat tersembunyi setelah transaksi berlangsung. Kondisi tersebut 
menjadikan Pasar Jongkok Tembilahan relevan sebagai lokasi penelitian dalam menganalisis 
implementasi perlindungan hukum bagi konsumen.  

 
Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pedagang, konsumen yang pernah mengalami 
kerugian akibat barang rusak atau cacat tersembunyi, serta pihak Dinas Perdagangan Kabupaten 
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Indragiri Hilir maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) apabila tersedia. Data primer 
juga diperoleh melalui observasi terhadap aktivitas jual beli di Pasar Jongkok Tembilahan. Adapun 
data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta berbagai 
peraturan pelaksana lainnya. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, artikel 
ilmiah, jurnal nasional maupun internasional bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan 
dengan perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha.  

 
Informan Penelitian 

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan 
informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Informan 
penelitian terdiri atas pedagang yang telah menjalankan usaha di Pasar Jongkok Tembilahan minimal 
satu tahun, konsumen yang pernah membeli barang di pasar tersebut dan mengalami kerugian akibat 
barang rusak atau cacat tersembunyi, serta pejabat atau petugas pada instansi terkait yang memiliki 
kewenangan dalam pengawasan perdagangan maupun penyelesaian sengketa konsumen. Teknik 
purposive sampling dipilih agar informasi yang diperoleh benar-benar berasal dari pihak yang 
memahami objek penelitian sehingga dapat memberikan data yang mendalam mengenai implementasi 
perlindungan hukum bagi konsumen. 

 
Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, 
observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas jual beli di Pasar Jongkok 
Tembilahan guna memperoleh gambaran mengenai mekanisme transaksi, kondisi barang yang 
diperdagangkan, serta hubungan antara pedagang dan konsumen. Kedua, wawancara semi-
terstruktur yang dilakukan kepada pedagang, konsumen, dan instansi terkait untuk memperoleh 
informasi mengenai bentuk perlindungan hukum, hambatan pelaksanaan UUPK, serta penyelesaian 
sengketa yang pernah terjadi. Ketiga, studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai dokumen 
hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen pendukung 
lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap barang rusak atau cacat tersembunyi. 

 
Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan model analisis 
interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tiga tahapan, 
yaitu reduksi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan 
kesimpulan serta verifikasi (conclusion drawing and verification) . Data hasil wawancara, 
observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu direduksi sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan 
dalam bentuk uraian deskriptif maupun tabel agar memudahkan proses interpretasi. Selanjutnya, data 
dianalisis dengan menghubungkan fakta empiris di lapangan dengan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta teori perlindungan hukum, teori 
tanggung jawab produk (product liability), dan teori efektivitas hukum sehingga diperoleh kesimpulan 
mengenai bentuk perlindungan hukum, faktor penghambat, dan upaya penyelesaian sengketa atas 
peredaran barang rusak atau cacat tersembunyi di Pasar Jongkok Tembilahan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Barang Rusak atau Cacat 
Tersembunyi di Pasar Jongkok Tembilahan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen 
di Pasar Jongkok Tembilahan belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil observasi dan 
wawancara dengan pedagang maupun konsumen, sebagian besar transaksi dilakukan secara sederhana 
tanpa adanya bukti pembelian, kartu garansi, maupun perjanjian tertulis. Sistem transaksi yang 
diterapkan lebih mengedepankan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Akibatnya, ketika 
ditemukan barang yang mengalami kerusakan atau cacat tersembunyi setelah digunakan, konsumen 
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mengalami kesulitan untuk menuntut haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya 
kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik perdagangan di pasar informal.  

 
Tabel 1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Pasar Jongkok Tembilahan 

 
Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen masih 

didominasi oleh kebiasaan atau praktik perdagangan yang berkembang di lingkungan pasar 
dibandingkan penerapan ketentuan hukum positif. Pedagang pada umumnya telah memberikan 
kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa barang sebelum transaksi dilakukan, namun belum 
memberikan informasi secara menyeluruh mengenai kemungkinan adanya cacat tersembunyi. 
Akibatnya, ketika kerusakan baru diketahui setelah barang digunakan, pedagang cenderung menolak 
memberikan penggantian dengan alasan barang telah diperiksa terlebih dahulu oleh pembeli.  

Di sisi lain, ketentuan Pasal 7 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mewajibkan 
pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang serta 
bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat barang yang diperdagangkan. 
Oleh karena itu, praktik yang berkembang di Pasar Jongkok Tembilahan menunjukkan bahwa 
implementasi perlindungan hukum masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, 
kepastian hukum, dan keseimbangan sebagaimana tujuan pembentukan UUPK.  
 
Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 
perlindungan hukum terhadap konsumen belum berjalan secara efektif di Pasar Jongkok Tembilahan. 
Faktor tersebut berasal dari aspek pelaku usaha, konsumen, maupun pemerintah sebagai regulator.  

Tabel 2. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum 

No Aspek Perlindungan Kondisi di Lapangan Kesesuaian dengan UUPK 

1 Informasi kondisi 

barang 

Penjelasan hanya disampaikan 

secara lisan 

Belum optimal 

2 Bukti transaksi Sebagian besar transaksi tanpa 

nota 

Tidak sesuai 

3 Garansi barang Tidak tersedia Tidak sesuai 

4 Pengembalian barang Umumnya tidak dapat 
dikembalikan 

Tidak sesuai Pasal 19 UUPK 

5 Ganti rugi Bergantung pada kebijakan 
pedagang 

Belum memberikan kepastian 
hukum 

6 Penyelesaian sengketa Diselesaikan secara musyawarah Belum memanfaatkan 
mekanisme UUPK 

No Faktor Penghambat Kondisi yang Ditemukan Tingkat 
Pengaruh 

1 Rendahnya pemahaman hukum 
pedagang 

Pedagang belum memahami 
kewajiban dalam UUPK 

Tinggi 

2 Rendahnya kesadaran konsumen Konsumen jarang melakukan 
komplain 

Tinggi 

3 Tidak adanya bukti transaksi Menyulitkan pembuktian sengketa Sangat tinggi 

4 Tidak tersedia garansi Konsumen tidak memperoleh 

kepastian 

Tinggi 

5 Pengawasan pemerintah belum 

optimal 

Penyuluhan hukum masih terbatas Sedang 

6 Budaya "barang yang dibeli tidak 

dapat dikembalikan" 

Sudah menjadi kebiasaan Sangat tinggi 
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Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa budaya hukum yang berkembang di lingkungan pasar 
memiliki pengaruh paling besar terhadap lemahnya perlindungan konsumen. Kebiasaan bahwa barang 
yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan menyebabkan pedagang merasa tidak memiliki kewajiban 
memberikan pertanggungjawaban apabila ditemukan cacat tersembunyi. Kebiasaan tersebut telah 
berlangsung cukup lama sehingga dianggap sebagai norma tidak tertulis yang harus diterima oleh 
seluruh pembeli. 

Selain itu, rendahnya pemahaman konsumen mengenai hak-haknya berdasarkan UUPK 
menyebabkan sebagian besar konsumen memilih menerima kerugian daripada menempuh upaya 
hukum. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya bukti transaksi sehingga konsumen mengalami 
kesulitan membuktikan telah terjadi hubungan hukum jual beli apabila sengketa diselesaikan melalui 
jalur hukum. Dari sisi pemerintah daerah, pembinaan dan penyuluhan hukum kepada pedagang pasar 
tradisional juga masih terbatas sehingga implementasi perlindungan konsumen belum berjalan secara 
maksimal.  

 
Upaya Penyelesaian Sengketa atas Barang Rusak atau Cacat Tersembunyi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa antara konsumen dan pedagang 
di Pasar Jongkok Tembilahan lebih banyak dilakukan melalui penyelesaian secara kekeluargaan. 
Penyelesaian tersebut dilakukan melalui negosiasi langsung antara kedua belah pihak tanpa melibatkan 
lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam UUPK.   

 
Tabel 3. Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen 

No Bentuk Penyelesaian Praktik di Lapangan Efektivitas 

1 Musyawarah Sangat sering dilakukan Cukup efektif 

2 Penggantian barang Dilakukan apabila pedagang bersedia Rendah 

3 Pengembalian uang Sangat jarang Rendah 

4 Penyelesaian melalui BPSK Hampir tidak pernah Sangat rendah 

5 Gugatan ke Pengadilan Tidak ditemukan Sangat rendah 

 
Tabel 3 menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Konsumen 
umumnya lebih memilih menyelesaikan permasalahan secara langsung dengan pedagang karena 
mempertimbangkan biaya, waktu, dan hubungan sosial yang telah terjalin di lingkungan pasar.  

Walaupun penyelesaian secara musyawarah mampu mengurangi konflik antara pedagang dan 
pembeli, mekanisme tersebut belum memberikan kepastian hukum karena sepenuhnya bergantung 
pada itikad baik pelaku usaha. Apabila pedagang menolak memberikan penggantian, konsumen 
umumnya tidak melanjutkan perkara ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maupun pengadilan. 
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur 
dalam UUPK belum sepenuhnya diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga tujuan 
perlindungan konsumen belum tercapai secara optimal.  

 
Analisis Implementasi Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi perlindungan 
hukum bagi konsumen terhadap peredaran barang rusak atau cacat tersembunyi di Pasar Jongkok 
Tembilahan masih berada pada kategori belum optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 telah mengatur hak dan kewajiban para pihak secara komprehensif, pelaksanaannya masih 
menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari rendahnya kesadaran hukum, lemahnya 
pengawasan pemerintah, budaya hukum masyarakat, serta tidak adanya administrasi transaksi yang 
memadai. 
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Tabel 4. Rekapitulasi Implementasi Perlindungan Hukum 
Indikator Hasil 

Pemenuhan hak konsumen 58% 

Kepatuhan pelaku usaha terhadap UUPK 54% 

Ketersediaan bukti transaksi 32% 

Penyelesaian sengketa sesuai UUPK 29% 

Efektivitas perlindungan hukum secara keseluruhan 43% (Belum Optimal) 

 
Berdasarkan rekapitulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum 

masih relatif rendah. Rendahnya persentase penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme UUPK 
menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih lebih banyak bergantung pada kebiasaan masyarakat 
dibandingkan pada penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, rendahnya 
ketersediaan bukti transaksi menjadi hambatan utama dalam pembuktian apabila sengketa harus 
diselesaikan melalui jalur hukum. 

Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan oleh pemerintah 
daerah, penyuluhan hukum kepada pedagang dan konsumen, serta penerapan sistem administrasi 
transaksi yang lebih sederhana namun memiliki kekuatan pembuktian. Dengan demikian, hak -hak 
konsumen sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat diwujudkan 
secara lebih efektif dalam praktik perdagangan di pasar tradisional. 
 
Pembahasan 
Analisis Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Barang Rusak 
atau Cacat Tersembunyi di Pasar Jongkok Tembilahan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran 
barang rusak atau cacat tersembunyi di Pasar Jongkok Tembilahan belum terlaksana secara optimal 
apabila ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (UUPK). Meskipun secara normatif UUPK telah memberikan jaminan atas hak konsumen 
untuk memperoleh informasi yang benar, keamanan dalam menggunakan barang, serta hak 
memperoleh kompensasi apabila mengalami kerugian, implementasi ketentuan tersebut masih 
menghadapi berbagai kendala dalam praktik perdagangan di pasar informal. Temuan penelitian 
memperlihatkan bahwa sebagian besar transaksi dilakukan tanpa bukti pembelian, tanpa garansi, dan 
tanpa adanya perjanjian mengenai tanggung jawab pelaku usaha apabila ditemukan cacat tersembunyi 
setelah barang digunakan. Kondisi tersebut mengakibatkan posisi tawar konsumen menjadi lebih 
lemah dibandingkan pedagang sehingga hak-hak konsumen belum sepenuhnya terlindungi.  

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan 
hukum terdiri atas perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif 
bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui pemberian informasi, pengawasan, dan pembinaan, 
sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi 
pelanggaran hukum. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan preventif di Pasar Jongkok 
Tembilahan masih sangat terbatas. Pedagang umumnya hanya memberikan kesempatan kepada 
pembeli untuk memeriksa kondisi fisik barang sebelum transaksi dilakukan tanpa menjelaskan 
kemungkinan adanya cacat tersembunyi. Padahal, Pasal 7 huruf b UUPK secara tegas mewajibkan 
pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang 
diperdagangkan. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut menunjukkan bahwa perlindungan preventif 
belum berjalan secara efektif. 

Dari sisi perlindungan represif, penelitian menemukan bahwa penyelesaian sengketa lebih 
banyak dilakukan melalui musyawarah secara kekeluargaan. Walaupun mekanisme tersebut mampu 
menjaga hubungan sosial antara pedagang dan konsumen, penyelesaian tersebut belum memberikan 
kepastian hukum karena sepenuhnya bergantung pada kesediaan pelaku usaha. Apabi la pedagang 
menolak memberikan ganti rugi atau penggantian barang, konsumen pada umumnya tidak 
melanjutkan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ataupun 
pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan represif sebagaimana diatur dalam 
UUPK belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Holijah (2020) yang menyatakan bahwa 
efektivitas perlindungan konsumen tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-
undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran hukum 
masyarakat. Dengan demikian, keberadaan UUPK belum sepenuhnya mampu memberikan 
perlindungan nyata apabila implementasinya tidak didukung oleh budaya hukum yang ba ik serta 
pengawasan pemerintah yang efektif. 
 
Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Barang Cacat Tersembunyi 

Berdasarkan hasil penelitian, tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang yang mengalami 
cacat tersembunyi masih didasarkan pada kesepakatan informal antara penjual dan pembeli. Sebagian 
besar pedagang beranggapan bahwa seluruh risiko beralih kepada pembeli setelah transaksi selesai 
karena barang telah diperiksa secara langsung sebelum dibeli. Anggapan tersebut melahirkan kebiasaan 
bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan (no return policy), meskipun kerusakan yang 
ditemukan merupakan cacat yang tidak dapat diketahui pada saat transaksi berlangsung. Praktik 
tersebut bertentangan dengan prinsip tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 
19 UUPK yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen 
akibat barang yang diperdagangkan. 

Dalam perspektif teori Product Liability, tanggung jawab pelaku usaha muncul karena 
adanya hubungan kausal antara cacat barang dengan kerugian yang dialami konsumen. Teori ini 
menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat melepaskan tanggung jawab hanya dengan alasan barang 
yang diperdagangkan merupakan barang bekas. Sepanjang cacat tersebut telah ada sebelum transaksi 
dilakukan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen, pelaku usaha tetap memiliki kewajiban hukum 
untuk memberikan penggantian atau kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar pedagang belum memahami adanya 
tanggung jawab hukum tersebut. Pedagang lebih banyak berpedoman pada kebiasaan perdagangan 
yang berkembang di lingkungan pasar dibandingkan ketentuan UUPK. Akibatnya, perlindungan 
hukum terhadap konsumen menjadi bergantung pada itikad baik pedagang, bukan pada mekanisme 
hukum yang memberikan kepastian. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan edukasi 
hukum kepada pelaku usaha mengenai kewajiban mereka dalam memberikan informasi yang benar, 
menjaga kualitas barang, serta memberikan kompensasi apabila konsumen mengalami kerugian akibat 
cacat tersembunyi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ulfa et al. (2023) yang menyatakan bahwa pelaku 
usaha tetap bertanggung jawab terhadap cacat tersembunyi karena konsumen tidak memiliki 
kemampuan untuk mengetahui seluruh kondisi barang pada saat transaksi berlangsung. Oleh sebab 
itu, penerapan prinsip tanggung jawab pelaku usaha menjadi instrumen penting dalam mewujudkan 
perlindungan konsumen yang berkeadilan. 
 
Analisis Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di Pasar Informal 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 di Pasar Jongkok Tembilahan masih dipengaruhi oleh lima faktor sebagaimana dikemukakan 
oleh Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. 
Dari kelima faktor tersebut, budaya hukum masyarakat menjadi faktor yang paling dominan dalam 
memengaruhi implementasi perlindungan konsumen. 

Budaya bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan telah berkembang cukup 
lama sehingga dianggap sebagai aturan tidak tertulis yang wajib dipatuhi oleh seluruh pembeli. 
Kebiasaan tersebut pada akhirnya menggeser keberlakuan norma hukum positif yang telah mengatur 
hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi. Selain itu, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat 
menyebabkan sebagian besar konsumen tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk 
mengajukan keberatan maupun memperoleh kompensasi atas barang yang mengalami cacat 
tersembunyi. 

Faktor lainnya adalah belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah 
terhadap aktivitas perdagangan di pasar informal. Penyuluhan mengenai hak dan kewajiban pelaku 
usaha maupun konsumen masih sangat terbatas sehingga penerapan UUPK belum berjalan secara 
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efektif. Tidak adanya administrasi transaksi berupa nota pembelian juga menyebabkan pembuktian 
dalam penyelesaian sengketa menjadi lebih sulit dilakukan. 

Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak cukup diwujudkan melalui 
pembentukan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga memerlukan dukungan berupa 
peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengawasan pemerintah yang berkelanjutan, serta 
pembinaan terhadap pelaku usaha agar memahami kewajiban hukumnya. Temuan ini menguatkan 
teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto bahwa keberhasilan penerapan suatu peraturan 
dipengaruhi oleh interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang 
berkembang dalam masyarakat. 
 
Implikasi Hasil Penelitian terhadap Penguatan Perlindungan Konsumen 

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa perlindungan hukum bagi konsumen di 
pasar tradisional tidak dapat hanya mengandalkan keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, 
tetapi juga memerlukan penguatan implementasi melalui kebijakan pemerintah daerah, peningkatan 
literasi hukum masyarakat, serta perubahan budaya hukum pelaku usaha. Pemerintah daerah perlu 
meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional melalui penyuluhan 
hukum, pembinaan kepada pedagang, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses 
oleh masyarakat. 

Di samping itu, pelaku usaha perlu didorong untuk menerapkan prinsip perdagangan yang 
beritikad baik dengan memberikan informasi yang lengkap mengenai kondisi barang, menyediakan 
bukti transaksi sederhana, dan bersedia memberikan penggantian apabila ditemukan cacat 
tersembunyi yang telah ada sebelum transaksi berlangsung. Langkah tersebut akan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisiona l sekaligus mengurangi 
potensi terjadinya sengketa antara pedagang dan konsumen. 

Bagi konsumen, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman 
mengenai hak-hak yang dimiliki berdasarkan UUPK. Konsumen yang memahami hak hukumnya akan 
lebih mampu melindungi kepentingannya ketika mengalami kerugian akibat barang cacat tersembunyi. 
Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen menjadi faktor utama 
dalam mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang efektif, berkeadilan, dan memberikan 
kepastian hukum pada sektor perdagangan informal. 

  

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen 

terhadap peredaran barang rusak atau cacat tersembunyi di Pasar Jongkok Tembilahan belum 
terlaksana secara optimal meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen, seperti memperoleh informasi 
yang benar mengenai kondisi barang, memperoleh jaminan atas kualitas barang, serta memperoleh 
ganti rugi ketika mengalami kerugian, belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik perdagangan di 
pasar informal. Pelaksanaan transaksi yang tidak disertai bukti pembelian, tidak adanya garansi, serta 
penerapan kebiasaan bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan menjadi faktor utama 
yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen. 

Penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas 
penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu rendahnya pemahaman hukum pelaku usaha, 
rendahnya kesadaran hukum konsumen, minimnya pengawasan pemerintah daerah, tidak adanya 
administrasi transaksi yang memadai, serta budaya hukum masyarakat yang lebih mengedepankan 
penyelesaian secara informal dibandingkan mekanisme hukum yang tersedia. Akibatnya, penyelesaian 
sengketa lebih banyak dilakukan melalui musyawarah tanpa memberikan kepastian hukum maupun 
perlindungan yang memadai bagi konsumen. 

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah perlu meningkatkan pembinaan, 
pengawasan, dan penyuluhan hukum kepada pedagang maupun masyarakat mengenai hak dan 
kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli. Pedagang perlu menerapkan prinsip itikad baik dengan 
memberikan informasi yang lengkap mengenai kondisi barang,  menyediakan bukti transaksi 
sederhana, serta memberikan kompensasi apabila ditemukan cacat tersembunyi yang telah ada 
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sebelum transaksi berlangsung. Di sisi lain, masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai 
hak-haknya sebagai konsumen sehingga mampu memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sinergi antara pemerintah, pelaku 
usaha, dan konsumen diharapkan mampu mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang lebih 
efektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum pada sektor perdagangan informal.  
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